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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Desa disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 tahun
2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebutkan
bahwa penyelenggara desa dalam hal ini Kepala Desa mempunyai kewajiban
untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
Bupati/Wali kota, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada masyarakat (Pasal 15 Ayat 2).
Peraturan Bupati Pamekasan Nomer 4 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 11
menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan
oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali alokasi khusus, bagi hasil dari
pajak dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh kabupaten. Alokasi
Dana Desa (ADD) merupakan anggaran untuk membiayai program pemerintahan
desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban dari pemenuhan hak
2desa guna untuk menyelenggarakan otonominya agar supaya tumbuh dan
berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi  dan pemberdayaan
masyarakat (Tampubolon 2016).
Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi modal kekuatan bagi
pemerintah desa guna untuk mengurus, mengatur, menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri. Sekaligus bertambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa, dengan itu
penyelenggaraan desa tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan. Namun pada
kenyataannya dalam praktek pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang masih
berlaku sampai sekarang ini, ternyata masih banyak yang ditemukan adanya ketimpangan
atara aturan dengan prakteknya. Salah satunya, di Kabupaten Pamekasan terdapat
beberapa Kepala Desa, kejaksaan dan bahkan sampai Bupatinya   sehingga terkena
oprasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di tahun 2017 ini dengan penyalahgunaan atau
melakukan kong-kalikong Alokasi Dana Desa (ADD). Kasus tersebut, masih di proses
oleh pihak yang berwajib mulai dari KPK. Sampai ketingkat pengadilan.
Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa sebagaimana
tergambar dalam kasus di atas, tentu secara khusus akan menjadi permasalahan
yang sangat serius dikarenakan menyangkut nasib, martabat dan  kesejahteraan
masyarakat di desa setempat. Sedangkan secara umum, penyalahgunan dalam
pengelolaan dana desa jelas akan mengahmbat terhadap kesejahteraan masyarakat
dan dapat merugikan keuangan negara maupun daerah.
Penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana dan bagaimana
tingkat kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah desa dalam mengelola dana
3desa. Dan penelitian ini akan dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan
Kabupaten Pamekasan Jawa Timur dengan menggunakan laporan
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016, dengan
judul “ Implementasi Program Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraaan
Masyarakat Di  Desa Tnjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan”.
Penelitian Zulifan Rizali (2009) dengan judul Implementasi Kebijakan
Alokasi Dana Desa (Studi kasus alokasi dana desa, Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Pemerintah
Desa Punten dan lembaga desanya (BPD) disarankan agar tetap memperhatian
dan mengidentifkasi kebutuhan-kebutuhan para warga desanya agar pengelolaan
ADD setiap tahunnya dapat tetap sasaran dan sesuai dengan peraturan
peerundang-undangan yang ada. Pemerintah desa Punten juga harus tetap menjaga
kemarmonsan dan koordinasi serta konsolidasi dengan phak-pihak terkait yaitu
anggota BPD, tokoh-tokoh masyarakat, pelaksana pekerjaan, seluruh warga
Punten itu sendiri. Pihak BPD dan tokoh masyarakat desa Punten sebagai pihak
yang mewakili kepentingan dan aspirasi warga desa Punten disarankan untuk
selalu mengawasi jalannya pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan
kebutuhan dan kepentingan warga desa termasuk dalam pengelolaan dana ADD.
Penelitian Muhammad Farkhan (2008) dengan judul Implementasi Alokasi
Dana Desa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa (Study di
Desa Pulutan Kecamatan Worosari Kabupaten Gunung Kidul Provensi Daerah
Istimewa Yogyakarta) disarankan , Pemerintah Gunung Kidul perlu melakukan
penyesuaian rumusan kebijakan ADD dengan aturan perundang-undangan di
4atasnya. Alternatif solusinya adalah: pertama, melakukan perubahan beberapa
pasal dalam peraturan daerah kabupaten gunung kidul No 22 Tahun 2006 tentang
keuangan desa dan peraturan bupati gunung kidul No 06 Tahun 2007 tentang
pedoman penyusunan APBDes serta menambahkan ketentuan tentang RKP desa
dan keterkaitan RKP desa dengan APBDes. Kedua: sgera menetapkan peraturan
daerah tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah.
Dimana didalamnya mengatur tentang tata cara penyusunan rencana
pembangunan tahunan desa.
Penelitian Anniverolita (2015) dengan judul Implementasi Alokasi Dana
Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Study Di Liang Butan Krayan
Kabupaten Nunukan) disarankan, untuk mengatasi kendala dari segi letak
geografis Desa Liang Butan Krayan yang hanya bisa dijangkau dengan jalur
udara, maka perlu diprioritaskan pembangunan infrastruktur (jalan darat) yang
utama dulu dibangun, sehingga dapat memudahkan hubungan dengan pihak luar.
Dan perulnya meningkatkan koordinasi dengan  pihak Kecamatan dan Kabupaten
dalam melaksanakan program ADD ini dengan metode ‘jemput bola’ atau tidak
perlu menunggu tetapi dari pihak desa sendiri yang langsung bergerak untuk
berkoordinasi dengan pihak yang terkait.
Secara garis besar penelitian diatas dan penelitian yang akan dilakukan
sama yakni akan meneliti tentang implementasi alokasi dana desa. Perbedaan
penelitian terleak pada fokus penelitian masing-masing. Penelitian kali ini di
fokuskan pada implementasi program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan
masyarakat desa tanjung, yang bagaimana dengan adanya alokasi dana desa
5tersebut betul-betuldipergunakan untuk membangun desa yang  berkemajuan demi
terciptanya masyarakat yang sejahtera.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Proses Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan
Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala dalam pelaksanaan implentasi Program
Alokasi Dana Desadi Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten
Pamekasan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk Mendeskripsikan Program Alokasi Dana Desa dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan
Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan Kendala Program Alokasi




Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atau
referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang serupa
yang berkenaan dengan Manfaat Implementasi Program Alokasi Dana Desa
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Merupakan sarana menambah wacana
keilmuan dan bahan untuk studi lanjut bagi mahasiswa jurusan Ilmu
Kesejahteraan Soial dan juga bagi peneliti yang mengkaji masalah yang
sama.
2. Secara Praktis
a. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai pendidikan  mengenai
Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pamekasan
dalam format hubungan keuangan pemerintah daerah bagi masyarakat
Desa Tanjung khususnya.
b. Bagi Pemerintah, khususnya pemerintah Desa dapat dijadikan sebagai
masukan guna lebih faham dan memahami Implementasi Program
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pamekasan dalam format hubungan
keuangan pemerintah daerah.
c. Bagi LSM, dengan adanya Implementasi Program Alokasi Dana Desa
dapat dijadikan sebagai masukan guna lebih memahami implementasi
kebijakan Alokasi Dana Desa dalam format hubungan keuangan
pemerintah daerah.
